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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung”. 

(Q.S. Ali-Imran: 104)  
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de 
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er 
zet 
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es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te  (dengan titik di bawah) 
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ge 
ef 
qi 
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ةحكم  
 علة

 آرامة الأولياء
 زآاة الفطر
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Hikmah 
'illah 
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___َ__ 
 فعل

_____ 
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____ُ_ 
 يذهب
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kasrah 
 
 

dammah 
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ditulis 
ditulis 

 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

A 
fa’ala 
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żukira 
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yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

  1 
 
2 
 

Fathah + alif 
 جاهلية
Fathah + ya’ mati 
 تنسى 

Ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

  ả 
jāhiliyyah 

ā 
tansā 
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3 
 
4 

Kasrah + ya’ mati 
 آريم
Dammah + wawu mati 
 فروض

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

i 
karim 
ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
 
2 

Fathah + ya’ mati 
 بينكم
Fathah + wawu mati 
 قول
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ditulis 
ditulis 
ditulis 

ai 
bainakum 

au 
qaul 
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 اانتم
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 لئن شكرتم
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H. Kata Sandang Alif + Lam 
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 القران
 القياس
 السماء
 الشمس

Ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

al-Qur’ān 
al-Qiyās 
al-Samā’ 
al-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوى الفروض
 اهل السنة

Ditulis 
Ditulis 

żawi al-furūḍ 
ahl al-sunnah 
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ABSTRAK 
 
 

Sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Pornografi 
memunculkan pro dan kontra. Pihak yang pro berasal dari organisasi massa (ormas) 
keagamaan seperti MUI, Hizbut Tahrir, dan FPI. Sedangkan pihak yang kontra 
berasal dari kalangan seniman, artis, akademisi, dan kalangan perempuan. Bagi 
yang pro berdalih untuk memberantas kemaksiatan, meningkatkan moral 
masyarakat, melindungi perempuan, dan generasi muda penerus bangsa. Sedangkan 
pihak yang kontra menganggap UU ini telah mengkriminalkan tubuh perempuan. 
Munculnya pro dan kontra  ini disebabkan oleh konsep pornografi itu sendiri yang 
memiliki banyak pengertian. Kalangan feminis cenderung menitikberatkan pada 
aspek feminisme; moralis agamis menitikberatkan pada segi moral dan norma-
norma agama; sedangkan seniman lebih ingin bebas berekspresi dan menjunjung 
tinggi karya seni. 

Berangkat dari masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam 
tentang definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan fatwa MUI. 
Jenis penelitiannya library-research yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai 
sumber data utama. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan 
menyajikan fakta secara sistemik sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan, 
khususnya memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis definisi pornografi 
menurut UU Pornografi dan fatwa MUI untuk ditarik benang merah menjadi 
kesimpulan penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-
normatif  yaitu untuk mengetahui definisi pornografi menurut UU Pornografi dan 
fatwa MUI .  

Berdasarkan metode yang digunakan, kajian definisi pornografi menurut UU 
pornografi dan fatwa MUI. Hasilnya sebagai berikut: 1. Isi dari definisi Undang-
Undang Pornografi dan Fatwa MUI secara bahasa tidak menyebut secara spesifik 
“Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh”, dan “Tempat dan 
Waktu”. 2. Fatwa MUI secara bahasa menyebut “Kondisi dan Agama Penduduk 
Setempat”, sedangkan UU Pornografi tidak menyebut. Dengan demikian terdapat 
persamaan antara Undang-Undang Pornografi dan Fatwa MUI, yakni sama-sama 
tidak meninjau “Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh”, dan 
“Tempat dan Waktu”. Perbedaannya Fatwa MUI meninjau “Kondisi dan Agama 
Penduduk Setempat”, tetapi Undang-Undang Pornografi tidak meninjaunya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang (UU) No. 44 Tentang Pornografi tanggal 24 November 

tahun 2008 resmi ditetapkan. Sebelum ditetapkan, UU ini mengundang pro dan 

kontra. Pasalnya, banyak hal terkait dengan pornografi, mulai dari sejarah, 

kebudayaan, politik, teknologi, sampai ekonomi. Pornografi juga melahirkan arus 

pemikiran yang beragam. 

Pihak yang pro terhadap UU Pornografi berasal dari organisasi massa 

(Ormas) keagamaan seperti Hizbut Tahrir, FPI, dan lain-lain. Bahkan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah lebih dulu 

mengeluarkan fatwa haram pornografi meski pemerintah belum menetapkan UU 

tersebut, tepatnya Fatwa MUI No 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan 

Pornoaksi.1 Dukungan Ormas keagamaan diperlihatkan melalui beberapa kali aksi 

massa yang mendesak pemerintah agar bersegera mengesahkan UU Pornografi. 

Dalih yang dipergunakan oleh para pendukung UU Pornografi adalah untuk 

memberantas kemaksiatan, meningkatkan moral masyarakat, melindungi 

perempuan, dan generasi muda penerus bangsa. 

                                                            
 1 Fatwa MUI, “Tentang Pornografi dan Pornoaksi,” http://www.mui.or.id/mui in/fatwa. 

 php?id=108, akses 9 Maret 2011.  
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Sedangkan pihak yang kontra kebanyakan berasal dari kalangan seniman, 

artis, akademisi, dan kalangan perempuan.  Seperti Ratna Batara Munti, Aktivis 

LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, menyatakan bahwa UU 

Pornografi telah mengkriminalkan tubuh perempuan.2 Joko Susanto, Koordinator 

bidang umum serikat dosen progresif Universitas Airlangga mengatakan RUU 

Pornografi berusaha menstandarkan moral masyarakat, padahal budaya yang 

merupakan pembentuk moral tidak dapat disamaratakan.3 

Munculnya pro dan kontra terhadap UU Pornografi seperti terurai di atas 

disebabkan oleh konsep pornografi itu sendiri yang memiliki banyak pengertian. 

Tergantung di mana dan siapa orang yang memberi definisi. Jika perbedaan itu 

muncul di kalangan penduduk Indonesia, bukan sesuatu yang aneh, sebab Indonesia 

memiliki keberagaman budaya. Lewat teori Habitus Bourdieu4 dapat dikatakan, 

perbedaan budaya yang dialami dan diterima seseorang akan memunculkan 

perbedaan cara berpikir.5 

                                                            
 2  Kompas.com,“RUU Pornografi Kriminalkan Tubuh Perempuan,” http://www.Kompas. 

 com/read/xml/2008/09/20/13445886/ruu.pornografi.kriminalkan.tubuh.perempuan, akses 9 Maret 
 2011. 

 3  Kompas.com,“RUU Pornografi Bentuk Totalitarianisme Negara,” http://www.kompas. 
 com/read/xml/2008/09/22/211151958/ruu.pornografi.bentuk.totalitarianisme.negara, akses 9 Maret 
 2011. 
  4 Teori Habitus Bourdieu didefinisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang 
 memungkinkan agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktek-praktek yang  telah 
 diadaptasi atau di sesuaikan dengan perubahan situasi yang telah terjadi.
 http://blogcontekanblogspot.com/2009/08/mencoba-memahami-dan-menerapkan-teori.html, akses  9 
 Maret 2011 

 5  Pulung Septyoko, “UU Pornografi; Antara Dukungan dan Kritikan,” http://pikokola. 
 wordpress.com/paper-workd/, akses 9 Maret 2011.   
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 Cara berpikir ini, sekali lagi, membuat konsep pornografi memiliki wajah 

majemuk. Satu konsep tetapi maknanya berbeda-beda, tergantung dari sudut 

pandang orang melihat. Kalangan agamawan memberikan definisi pornografi 

berbeda dengan yang diberikan oleh seniman, artis dan  kalangan akademis. 

Bahkan tidak hanya berbeda, penjelasan satu dengan yang lain tidak jarang 

bertentangan. Lantas, bagaimana definisi pornografi menurut undang-undang dan 

MUI? Dua pertanyaan inilah yang mendasari penyusun perlu melakukan penelitian 

definisi pornografi. Sebab lembaga ini menjadi lembaga tertinggi keagamaan dari 

pemerintah yang menjadi representasi masyarakat Indonesia.  

Akhirnya, meski UU ini sudah ditetapkan namun masih menyisakan 

persoalan. Kritikan bermunculan karena UU tidak sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, yakni UU yang bisa menjadi payung hukum semua orang, bukan 

mewakili golongan tertentu. Dikatakan tidak sesuai dengan yang diharapkan 

terlihat dari definisi pornografi yang kurang jelas. Hal ini seperti yang termuat pada 

headline koran harian Tempo edisi cetak 31 Oktober 2008, bahwa definisi 

pornografi dalam UU Pornografi bersifat ambigu dan memiliki banyak makna. 

Upaya agar UU Pornografi bisa menjadi payung bagi segenap bangsa 

Indonesia yang beragam dari segi agama, sosial, tingkat ekonomi dan pendidikan, 

etnis, adat istiadat dan kedaerahan sudah dilakukan. Meskipun hal ini bukan 

perkara yang mudah, sebab terdapat perbedaan tentang visi dan pemahaman 
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mengenai rumusan, definisi dan kategori pornografi. Di antaranya kalangan feminis 

yang cenderung menitikberatkan pada aspek feminisme; moralis agamis yang 

menitikberatkan pada segi moral dan norma-norma agama; serta seniman yang 

ingin bebas berekspresi dan menjunjung tinggi karya-karya seni.6 

Walaupun demikian, persoalan di atas bukan tidak mungkin untuk dicarikan 

titik temu dengan harapan dapat mencapai keharmonisan pemahaman terhadap 

pornografi sesuai dengan dasar  falsafah Negara Republik Indonesia, Pancasila sila 

pertama yang utamanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Titik tekan  fenomena 

pornografi yaitu dilihat dari sudut pandang untuk mengajak seluruh lapisan 

masyarakat bersama-sama dalam rangka memberi kesempatan bagi masukan-

masukan positif dan konstruktif dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, 

tidak hanya sebatas pada materi perundangannya, akan tetapi juga pada tataran 

implementasinya, sehingga peraturan yang dibuat tidak mandul dan terjebak pada 

kepentingan sesaat. Titik temu yang berujung pada keharmonisan tadi akan terlihat, 

paling tidak, setelah definisi pornografi menurut undang-undang dan fatwa MUI 

terurai. 

 

 

                                                            
6 Neng Djubaedah, Harmonisasi Hukum Tentang RUU Pornografi dan Porno Aksi (Jakarta: 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi 
a, 2005), hlm. 6. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasar uraian di atas, ada dua pokok masalah dalam penelitian ini. 

1. Apa definisi pornografi menurut fatwa MUI? 

2. Apa definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk menggambarkan definisi pornografi menurut fatwa MUI. 

b. Untuk menggambarkan definisi pornografi menurut Undang-Undang 

Pornografi. 

c. Untuk membandingkan definisi pornografi menurut Undang-Undang 

Pornografi dan Fatwa MUI. 

d. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan definisi pornografi menurut 

Undang-Undang pornografi dan fatwa MUI. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Berguna bagi pengembangan pemikiran kajian pornografi 

b. Berguna bagi pegiat kajian pornografi. 

D. Kajian Pustaka 

Pornografi merupakan konsep yang menarik untuk dikaji. Terbukti banyak 

tulisan yang melihat dari berbagai sudut. Bahkan penelitian tentang pornografi 
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yang diterbitkan dalam bentuk buku atau tidak diterbitkan jumlahnya tidak sedikit. 

Beberapa buku yang membahas mengenai pornografi seperti karya Neng 

Djubaedah, mengulas pornografi dan porno aksi di tinjau dari hukum Islam yang 

dilengkapi dengan RUU tentang pornografi dan pornoaksi, serta fatwa MUI. Buku 

tersebut lebih memfokuskan dalam tujuan hukum Islam (maqasid asy-syari’ah).7 

Buku Hukum Pornografi, Kumpulan Perundangan Tentang Pornografi  

yang menyajikan bermacam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait 

pornografi.8 

Skripsi Pornografi (Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum 

Islam) karya Okta Fitriansyah yang menjelaskan tentang pornografi menurut 

pandangan hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini juga menjelaskan mengenai 

persamaan dan perbedaan pornografi menurut hukum positif dan hukum Islam.9 

Skripsi Pornografi dan Pornoaksi (Studi Komparatif Antara Hukum Islam 

dan Hukum Positif) karya Wahid Yulianto yang membahas tentang pandangan 

hukum Islam terhadap pornografi dan pornoaksi dikomparasikan dengan hukum 

positif, serta memaparkan solusi terhadap pornografi dan pornoaksi.10  

                                                            
7  Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam (Kencana 

Prenada Media Group;  Jakarta, 2009). 
 8 Buku Hukum Pornografi, Kumpulan Perundangan Tentang Pornografi (Pustaka Yustisia: 

 Jakarta, 2010). 
 9  Okta Fitriansyah, “Pornografi (Study Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum 

 Islam),” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 
 10 Wachid Yulianto, “Pornografi dan Pornoaksi” (Studi Komparasi Antara Hukum Islam 

 dan Hukum Positif),” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
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 Skripsi Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya dalam Prespektif 

Hukum Pidana Islam karya Salim Athari yang memaparkan kriteria dan unsur-

unsur pornografi dalam prespektif hukum pidana Islam, serta memberi kejelasan 

dan kepastian hukum dalam masalah difinisi pornografi.11 

Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 

4-12 No.44 Tahun 2008) karya Hasanuddin, memaparkan larangan-larangan 

pornografi dalam perspektif hukum Islam, memberi kejelasan, dan kepastian 

hukum.12  

Dari beberapa tulisan di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang 

fokus pada pengertian pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan fatwa 

MUI. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Rumusan untuk melihat persoalan definisi pornografi menurut Neng 

Djubaedah dapat dilihat dari tiga sudut; 

1. Ditinjau Dari Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh. 

Orang yang sudah dewasa jika melihat, mendengar, atau menyentuh 

benda-benda pornografi akan berbeda dengan orang yang masih anak-anak. 

                                                            
 11 Salim Athari, “Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya dalam Prespektif Hukum Pi

 dana Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
 12 Hasanuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 

 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008),” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
 2008. 
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Bagi orang yang sudah dewasa kemungkinan untuk dapat mengendalikan 

diri masih ada, dibanding dengan anak. Sedangkan orang yang belum 

dewasa, terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja, dan usia 

remaja, lebih mudah dipengaruhi pornografi baik yang dilihat atau didengar 

atau disentuh mereka. Lain halnya anak-anak yang belum baligh dan belum 

mumayyiz tentu akan berbeda pula pengaruhnya. Jika dilihat dari ajaran 

agama Islam, sistem pembelajaran terhadap anak wajib dimulai sejak dalam 

kandungan sampai masuk ke liang lahat, sehingga hal-hal yang berkaitan 

dengan pornografi  wajib dihindari. Surat Al-Nur ayat 58-61 mengatur 

tentang tata-krama, sopan santun pergaulan, dalam rumah tangga antara 

anak-anak yang sudah baligh dan mumayyiz dengan orang tua mereka, dan  

pekerja rumah tangga dengan pemilik rumah. 

Surat Al-Nur Ayat 58-61 Allah berfirman:13  

ذين  ليستئذنكم  ءامنوا الّذين هاأيّيٰ ذين  نكمأيمٰ  ملكت  الّ م  والّ وا  ل م  يبلغ  الحل
ن  تمرّٰ ثثلٰ منكم ل  مّ ن  بكماثي  تضعون  وحين  لفجر ا وةصلٰ  قب  رةي الظّه مّ
 بعدهنّ جناح ولاعليهم عليكم ليس كملّ تعورٰ ثثلٰ لعشآءا ةصلوٰ بعد ومن
  .حكم عليم واالله تالأيٰ لكم هللا يبيّن لكآذٰ بعض ىعلٰ بعضكم عليكم فونطوّٰ
ا  فليستئذنوا الحلم منكم لالأطفٰ بلغ وإذا ذين  نتئذاس  آم بلهم  من  الّ ذٰ  ق  لكآ
  .ميحك عليم واالله تهءايٰ لكم هللا يبيّن
ى الّٰ النّساء  من  عدوالقوٰ ا  لايرجون  ت يس  نكاح يهنّ  فل اح  عل  يضعن  أن جن
  .عليم سميع واالله خيرلّهنّ يستعففن وأن ةبزين تمتبرّجٰ غير ابهنّثي

                                                            
  13 Al-Nur (24): 58-61. 
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ى  ليس ى  ولا حرج  ىالأعمٰ  عل ى  ولا حرج  الأعرج  عل  حرج  المريض  عل
كم ىولاعلٰ أآلوا أن أنفس ن ت وتكم م وت بي آ أوبي وتأ ئكمءاب  تكمأمّهٰ وبي

وت  تكمخوٰأ أوبيوت كمنخوٰإ وبيوتأ م أعمٰ أوبي وت  مك وت  متكعمّٰ  أوبي  أوبي
اح  عليكم ليس قكمأوصدي ,مّفاتحه ماملكتم أو تكملٰخٰ أوبيوت كملوٰخأ  أن جن
د  مّن تحيّة أنفسكم ىعلٰ فسلّموا بيوتا دخلتم فإذا أوأشتاتا جميعا آلوا تأ  عن
  .تعقلون لعلّكم تالأيٰ لكم االله يبيّن لكآذٰ طيّبة رآةمبٰ االله

Ayat-ayat tersebut di atas sangat jelas mengatur tata busana dan tata 

pergaulan dalam keluarga dan rumah tangga, serta tata cara penghormatan 

kepada setiap orang tanpa membedakan kondisi fisik dan status sosial dari 

masing-masing dalam melakukan kegiatan sosial, seperti pada makan 

bersama. Ayat-ayat tersebut juga mengatur tata pergaulan antara anak 

dengan orang tua, antara pekerja dengan majikan di dalam rumah, juga 

mengatur waktu-waktu terlarang bagi anak dan para pekerja masuk dalam 

ruangan pribadi orang tua (majikan) sebelum ia mengetuk pintu terlebih 

dahulu. 

2. Ditinjau dari Tempat dan Waktu yang Mempengaruhi. 

Pengertian pornografi dipengaruhi oleh tempat dan waktu. 

Setidaknya ada tiga kriteria negara yang memiliki batasan pengertian 

pornografi. Tiga negara tersebut adalah Negara Maju (Amerika Utara, 

Eropa, Jepang, Australia), Negara Berkembang, dan Negara Miskin.  

Namun ada juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu faktor agama, sosial, 
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budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain yang berlaku dari 

masing-masing negara atau tempat, dan dipengaruhi pula oleh waktu ketika 

pornografi itu di rumuskan. 

3. Ditinjau dari Kondisi dan Agama Penduduk Setempat. 

Penggolongan tempat yang dibedakan berdasarkan agama yang 

dianut penduduk masing-masing negara dapat dijadikan ukuran dalam 

merumuskan pornografi. Pasalnya, pengertian pornografi antara negara 

berdasarkan agama Islam akan berbeda dengan negara yang mayoritas 

penduduknya menganut agama Islam, terlebih negara yang tidak 

berdasarkan Islam. Juga berbeda ketika negara yang mayoritas 

penduduknya tidak beragama Islam namun taat kepada agama yang dianut 

dari hukum adat setempat, ataupun dengan negara sekuler yang tidak 

mengakui adanya Tuhan (ateis) maupun negara-negara yang memisahkan 

agama dengan negara. 

Berikut ini kriteria beberapa negara; 

a. Negara Islam, misalnya Saudi Arabia, dan Yaman 

b. Negara yang penduduknya mayoritas Islam, misalnya Indonesia, 

Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

c. Negara non-Islam atau Sekuler, misalnya negara-negara Barat; 

Amerika, Eropa, Australia 
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d. Negara non-Islam tetapi mayoritas penduduknya taat 

menjalankan agama yang dianutnya atau taat kepada ketentuan 

hukum adat, misalnya negara-negara Asia. 

Sebagai catatan, pengertian pornografi khusus menurut hukum Islam 

tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dalam pengertian syariat Islam 

berlaku secara universal, sepanjang masa, dan sampai hari kiamat.14  

 

F. Metode Penelitian 

Kegiatan ilmiah memerlukan suatu metode sesuai dengan masalah yang 

dikaji, sebab metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa 

terlaksana secara rasional dan terarah untuk mendapatkan hasil maksimal.15 Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Jenis Penelitian 

Jenis pada penelitian ini adalah pustaka library research. Yakni 

menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data yang 

dimaksud berupa buku-buku maupun kumpulan hasil penelitian yang 

terkait dengan masalah penelitian.  

2. Sifat Penelitian 

                                                            
  14 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi, Ditinjau dari Hukum Islam…hlm. 140-142. 

 15 Anton Bakker, Metode Penelitian (Yogyakarta; Kanisius, 1992), hlm. 10. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan 

fakta secara sistemik sehingga mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan, 16 khususnya memaparkan dan menggambarkan serta 

menganalisis definisi pornografi menurut UU Pornografi dan MUI 

untuk ditarik benang merah menjadi kesimpulan penelitian.  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif, yaitu pendekatan untuk mengetahui definisi pornografi 

menurut UU Pornografi dan fatwa MUI. 

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini diklasifikasi menjadi tiga bagian: 

a. Data Primer, yaitu data terkait langsung dengan persoalan 

penelitian, seperti al-Qur’an, al-Hadits, hasil Ijtihad yang 

difatwakan, dan undang-undang.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan lebih 

lanjut terkait pokok persoalan, seperti buku, majalah, surat 

kabar, artikel, makalah, dan dokumen lainnya.  

c. Data tersier yang merupakan data penjelasan dari data primer 

dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.  

5. Teknik Analisis Data 
                                                            

 16 Saifuddin Azwa, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 9. 
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Data yang diperoleh dari sumber data tersebut di atas kemudian 

diolah dengan cara seleksi, klasifikasi secara sistematis, dan logis, 

kemudian dianalisis secara mendalam. Metode komparatif digunakan 

untuk melihat definisi pornografi menurut UU Pornografi dan fatwa 

MUI. Setelah dibandingkan akan dicari persamaan dan perbedaan 

definisi tersebut.   

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberi gambaran penulisan penilitian ini, penyusun sajikan 

sistematika pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama 

memuat latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, 

kajian pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh 

penulis lain terkait dengan masalah yang diteliti, kerangka teoretik untuk melihat 

persoalan penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan. 

Bagian kedua tinjauan umum pornografi menurut Undang-Undang 

Pornografi yang memuat pengertian sumber hukum, pengertian undang-undang, 

definsi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi,  dan kriteria pornografi 

menurut Undang-Undang Pornografi. Sumber hukum disajikan pada bagian ini 

untuk memberikan pemahaman tentang sumber hukum yang digunakan dalam 

pembuatan hukum. Undang-undang sebagai produk hukum perlu dicari 
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pengertiannya, sebab pengertian undang-undang ini terkait dengan peraturan negara 

yang mempunyai hukum mengikat. Setelah sumber hukum dan undang-undang 

sebagai produk hukum di urai, maka definisi pronografi dan kriteria pornografi 

menurut Undang-Undang Pornografi bisa digambarkan berdasarkan kaidah-kaidah 

pembuatan hukum.  

 Ketiga, tinjauan pornografi menurut fatwa MUI yang memuat sejarah 

berdirinya MUI, definisi Fatwa, komisi fatwa MUI, metode penetapan fatwa MUI 

definisi pornografi menurut fatwa MUI, kriteria pornografi menurut fatwa MUI, 

dan kedudukan fatwa MUI dalam pandangan hukum positif. Bahasan awal pada 

bagian ketiga di mulai dari sejarah berdirinya MUI untuk memberi gambaran 

mengapa MUI menjadi lembaga yang menjadi rujukan fatwa yang diakui negara. 

Definisi fatwa perlu diurai agar pemahaman tentang hukum fatwa menjadi jelas. 

Kemudian, komisi fatwa di lembaga MUI  penting untuk disajikan agar metode dan 

orang-orang yang menentukan fatwa tergambar dengan jelas. Sehingga, definisi 

dan  kriteria pornografi menurut MUI dapat diketahui kaidah-kaidah pengambilan 

fatwanya. Terakhir, uraian kedudukan fatwa MUI dalam pandangan hukum positif 

menjadi bahasan terakhir untuk memberi gambaran mengenai posisi fatwa itu 

sendiri di sebuah negara hukum seperti Indonesia.  

Keempat, analisis berisi tentang analisa dari segi definisi pornografi 

menurut Undang-Undang Pornografi dan definisi pornografi menurut fatwa MUI. 
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Pada bagian ini juga di ulas perbandingan definisi pornografi menurut Undang-

Undang Pornografi dan fatwa MUI. 

Kelima, penutup, menguaraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

bagian ini menguaraikan persamaan dan perbedaan definisi pornografi menurut 

Undang-Undang Pornografi dan fatwa MUI. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Persamaan 

a. Ditinjau dari “Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh” 

Definisi pornografi menurut UU Pornografi di atas tidak secara spesifik 

menyebut anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Tetapi lebih ditekankan pada 

“pertunjukan di muka umum”. Penekanan ini menunjukkan pendefinisian 

pornografi dalam UU Pornografi tidak meninjau dari sudut “Sudut Orang 

yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh”. 

Definisi pornografi menurut fatwa MUI jika ditinjau dari sudut “Orang yang 

Melihat, Mendengar, atau Menyentuh” senada dengan definisi UU 

Pornografi, yakni sama-sama tidak menyebut secara spesifik anak, remaja, 

dewasa, dan orang tua. Jika UU Pornografi ditekankan  “pertunjukan di 

muka umum”, maka fatwa MUI ditekankan pada membangkitkan nafsu 

seksual. 

b. Ditinjau dari “Tempat dan Waktu” 

Norma kesusilaan berkaitan erat dengan Akhlak. Akhlak itu sendiri 

sesungguhnya menjunjung keberagaman. Menurut Hasyim, sebagaimana di
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kutip oleh Yoselda Malona mendefinisikan akhlak sebagai nilai atau norma-

norma mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 

masyarakat. Idealnya tidak ada penyeragaman norma kesusilaan. 

Definisi pornografi menurut fatwa MUI jika di tinjau dari “tempat dan 

waktu” lebih dilihat dari kategori-kategori penduduk di Indonesia 

berdasarkan pembagian tempat tinggal, pembagian agama yang dianut, dan 

pembagian penduduk masyarakat, memperlihatkan definsi ini tidak 

meninjau pada pembagian penduduk yang memiliki budaya masing-masing 

di setiap daerah. Sehingga, dalam tهinjauan “tempat dan waktu” ini, terdapat 

persamaan antara definsi pornografi menurut UU Pornografi dan MUI. 

c. Ditinjau dari “Kondisi dan Agama Penduduk Setempat” 

Dari kedua definisi baik menurut UU Pornografi maupun fatwa MUI, jika 

ditinjau dari sudut “Kondisi dan Agama Penduduk Setempat” keduanya 

tidak menunjuk penyebutan unsur agama secara spesifik. Namun, keduanya 

menunjukkan adanya dominasi agama dalam proses perumusan pornografi. 

Hal ini bisa dibuktikan dari unsur penyeragaman norma susila dalam 

masyarakat pada definisi pornografi menurut UU Pornografi. 

 

2. Perbedaan 

a. Ditinjau dari “Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh” 
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Fatwa MUI mendasarkan pada pendidikan anak dilakukan sejak dini hingga 

ke liang lahat, khususya pendidikan agama. Sehingga, definisi yang 

dirumuskanpun berlaku untuk semua. Sedangkan UU Pornografi terbatasi 

pada usia 18 tahun, sehingga anak di posisikan sebagai korban pornografi 

yang perlu mendapat binaan. 

b. Ditinjau dari “Tempat dan Waktu” 

UU Pornografi rujukannya tidak sejelas Fatwa MUI yang merujuk pada 

syariat Islam. 

c. Ditinjau dari “Kondisi dan Agama Penduduk Setempat” 

Untuk definisi pornografi menurut MUI dalam tinjaun ini sudah jelas 

berdasar agama penduduk, terlebih MUI merupakan lembaga agama Islam 

yang paling banyak penganutnya di Indonesia.  

 Hal ini sesuai diperkuat oleh Yoselda Malona yang melakukan 

penelitian tentang “Representasi dalam Undang-Undang Pornografi: 

Analisis Wacana Kritis”. Dalam penelitian ini adalah jika dianalisis 

berdasarkan representasi dalam kombinasi anak kalimat, UU Pornografi 

kaya akan rincian. Tiap-tiap rincian tersebut tentunya mempresentasikan 

pemikiran-pemikiran para pembuat UU Pornografi karena merekalah yang 

membuat UUP. 
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B. Saran-saran 

 Beredarnya pornografi secara bebas dan diperparah minimnya penegakan 

hukum. Tanpa adanya penegakan hukum yang secara konsisten memberantas 

pornografi, berapa banyakpun undang-undang yang dibuat untuk mengatasi masalah 

ini tidak akan berjalan efektif.   

1. Definisi Pornografi perlu di kaji ulang, dengan meninjau dari tiga unsur: a. sudut 

melihat, mendengar, dan/atau menyentuh; b. tempat dan waktu; c. keberagaman 

penduduk setempat, karena hukum dibuat untuk kemaslahatan dan keadilan 

bukan untuk menyengsarakan masyarakat. 

2. Mengajak masyarakat untuk tanggap dan secara aktif bertindak akan hal-hal yang 

dapat merusak moral masyarakat. Pornografi yang tingkat kerelativitasannya 

tinggi ini (karena perbedaan nilai antara budaya satu dengan yang lainnya) harus 

ditentang dengan kampanye besar-besaran. 

3 Masyarakat harus mengambil keputusan untuk tidak menyukai maupun 

mengkonsumsi pornografi atas kesadarannya sendiri. Dengan demikian, seperti 

apapun perangkat hukumnya diharapkan moralitas masyarakat khususnya 

generasi muda tetapa terjaga. 

4. Majelis Ulama Indonesia perlu meningkatkan aktivitasnya dan supaya berperan 

serta dalam setiap penyusunan undang-undang. Mengingat majelis ini terdiri dari 

pakar hukum Islam, maka pandangan dan pemikiran mereka sangat diperlukan 
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untuk memberikan masukan-masukan yang positif bagi suatu rancangan undang-

undang. Kecuali itu, kemungkinan kekhilafan adanya suatu rancangan undang-

undang yang bertentangan dengan hukum Islam dapat dihindari. 
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